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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 196 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 69
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF

ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (4) Peraturan

Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan
Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik
Negara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014
Tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif
Angkutan Orang Dengan Kereta Api;

bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan

Orang Dengan Kereta Api;



Mengingat

Menetapkan
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1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2012 tetang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi
Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya
Penggunaan Prasarana Milik Negara, serta Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik
Negara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.48 Tahun
2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum untuk

Angkutan Orang dengan Kereta Api;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM. 69 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG
DENGAN KERETA API.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan
Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api diubah

sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan
tenaga gerak, baik Dberjalan sendiri maupun
dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya
yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang
terkait dengan perjalanan kereta api.

2. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan
orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat
lain dengan menggunakan kereta api.

3. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan
usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian
umum.

4. Kereta adalah sarana perkeretaapian dan/atau
didorong lokomotif atau mempunyai penggerak
sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.

5. Kereta bagasi adalah kereta yang diperuntukkan
bagi penempatan barang-barang milik penumpang
dan/atau barang kiriman.

6. Tarif angkutan orang adalah harga satuan jasa pada
suatu lintas pelayanan tertentu atas pelayanan
angkutan orang dengan kereta api.

7. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan
dalam nilai rupiah per penumpang kilometer
(Rp/pnp.km), yang diperoleh dari hasil perhitungan
biaya pokok ditambah keuntungan.

8. Tarif jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan

dalam rupiah per penumpang (Rp/pnp), yang



